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Abstrak 
Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim 
menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara No. 
12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby telah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan akibat hukum dari 
penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
Penulisan Hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif 
dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari 
bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi 
kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analis yang digunakan adalah metode 
silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. 
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berawal dari adanya 
perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor, kemudian utang tersebut jatuh 
tempo dan dapat ditagih dan kreditor mengajukan permohonan PKPU kepada 
Pengadilan Niaga. Pada dasarnya sebelum memutuskan PKPU tetap atau tidak, 
hakim terlebih dahulu mengabulkan PKPU sementara, namun  dalam perkara ini 
tidak ada PKPU sementara melainkan permohon PKPU ditolak dan yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menolak PKPU salah satunya tidak terbuktinya debitor 
memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor atau sedikitnya 2 (dua) Kreditor yang 
merupakan syarat dikabulkannya PKPU. Akibat penolakan permohonan PKPU 
tersebut menimbulkan akibat hukum yakni tidak adanya PKPU sementara, perkara 
ini bukan kompetensi dari Pengadilan Niaga, kasus ini bila diperkarakan lagi akan 
menjadi kasus wanprestasi. 
 









The aims of The Research are about The judge’s consideration rejecting  
suspension of payment in Case No. 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby has been 
appropriate or not with constitution Number 37 year 2004 about bankruptcy and 
suspension of paymet, and The legal consequences for rejected suspension of 
payment. 
This legal writing is a normatif research that is descriptive and using statue 
approach. Legal materials source are primary legal material dan secondary legal 
material. The technique of collecting legal material are Study of literatur or Study 
of document. The technique of analysis using syllogidtic method with use deductive 
thinking pattern. 
The beginning of suspension of paymet is dept agreement among creditor and 
debtor, Then the debt is due date and can be billed, Then creditor submit requested 
for suspesion of payment to Commercial Court. Bassically before deciding fixed or 
not suspension of paymet, at First the judge should grant temporary suspension of 
paymet, but in this case does not exist temporary of payment, suspension of payment 
is rejected, which the judge’s consideration  to rejected suspension of payment that 
debitor doesn’t has creditor more than one or at least two creditors.  The legal 
consequences for rejected suspension of payment are suspension of paymet does 
not exist, this case is not competency for Commercial Court, and this Case becomes 
Tort Case. 
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